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TUjuh instansi kerap tumpéng tindih dalam

pengamanan di laut.

B RONGGO ASTUNGKORO

3 JAKARTA ~ Pemerintah menar-

getkan rancangan undang-undang
(RUU) omnibus law tentang ke-
amanan laut (kamla) segera ram-
pung maksimal tiga pekan ke depan
sebelum diserahkan ke DPR RI, Ada
sekitar 21 undang-undang (UU) ter-
ait keamanan lant yang disederha-
nakan ke dalam UU omnibus ini,

- “Target waktu yang secara adum-
nistratif pemerintahan, d tingkat ek-
sekuti,itw mungkin dalam waktu dua
tiga minggu ke depan sudah selesai,”
kata Mahfud MD di Markas Besar
Badan Keamanan Laut (Bakamla),
Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (6/3).

Dia memperkrakan, proses pem-
bahasan tersebut akan berlangsung
paling lama satu tahun setelah masuk

dilegislatif, Menurut Mahfud, 21 00 -

yang akan dilebur dalam UU omni-

.
i

bus ini digunakan oleh setidaknya

tujuh institusi berbeda di bidang

yang terkait keamanan lant,
Mantan ketua Mahkamah Kons-

- titusi (MK) ini mengatakan, UU om-

nibus ini dibentuk untuk menyeder-
hanakan serta memusatkan koor-
dinasi penanganan keamana di Jaut,
Bakamla, kata dia, akan menjadi

koordinatornya. Selame i, setidak-

nya ada tujub instansi yang kerap
tumpang tindih dalam pelaksanaan
pengamanan tersebut,

“Selama in kan masih banyak,
minimal masih #da tujuh kan yang
menangani (keamanan laut), Seka-
rang okelah tujuh, tapi nanti koor-
dinasinya tuh cuma satu (di Bakam-
1a)," kata dia, j

Menurut Mahfud, kunjungannya
ke Mabes Bakarnla dilakukan sebagai
langkah memastikan kesiapan Ba-
Kamla untuk hel tersebut, baik itu ke-

siapan darf sudut tekonolog, sumber

dayamanusia, maupun yang lainnya,
Diayakin pengoordinasian keaman-

-anlaut dapat dilaksanakan segera

oleh Bakamla,

kompleks, Laut Indonesia diskuinya
sangat rawan, dillihat dari segi ma:
suknya kapal-kapal asing ke wilayah
Indonesia karena kekayaan alam
yang dimiliki, “Kesimpulannya me-
mang lautan kita itu sangat luas, ka-
ya, rumit, dan rawan,” kata dia,

 Diamelihatlaut Indonesia rumit
darisudut peraturan perundang-un-
dangan yang mengaturnya. “Nah,
itulah perlunya kemudian adanya
kesatuan komando pengendaliannya
itusupaya lebth sederhana daripada
yang ada sekarang,” wjar dia.

Hal itu ia sampaikan setelah meli-
hat sejumlah area peraitan Indonesia
di Komando Pengendalian (Kodal)
yangada di Mabes Bakamla, Di Kodal,
Mahfud mielihat pergerakan kapil di
sejumlah daerah di Indonesia, seperti
& Natuna, Irian, dan Surabaya,

Kepala Bakamla Laksamana Ma-

RUU Kamla Lebur 21 UU

dya An Kunia mengaku telah me~
nyambang instansi-instaysi yang
berhubungan dengan keamanan laut

- latelah menyampaikan keinginan
| " Presiden Joko Widodo terkait pem-
Mahfud menambahkan, persoal-

anlautan Republik Indonesia sangat

bentukan omnibus Law tentang ke~
amanan laut dengan Bakamla sebas
gai koordinator keamanan di laut, ;

.. “Untukke instansi-instans, saya’
juga sudah door to door, sudah me-

iyampaikan apa eingingan Bapak

Presiden, dan alhamdulillah semua
mendukungnya,” kata Aan.
~ Menurut dia, kepentingan dari
pembentukan ommibus lw tentang
keamanan laut ialah untuk Merah
Putih dan untuk kemudahan seriua
ingtansi terkait yang bergiat di laut,
Saat ini, kata dia; sudah terlalu ba-
nyakeaturan yang bersinggungan dan
untuk itu perlu penyederhanaan,
“Sehingga nanti ke depannya le-
bih mudah untuk kita semua, khusu-
sya untuk teman-teman yang ber-
giat (dilaut) itu, Dan nant], efek yang
paling bagus untuk ekonomi. Ini

cost-nyamurah untuk bergiat di aut;

tidak seperti sekarang, " ujar dia.
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